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KOMISI PEMIUHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN TAMBAHAN

UANG PERSEDIAAN (TUP) PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAE}UPATEN NAGEKEO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

Menimbang a bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi,

efektifitas, transparan dan akuntabilitas di Lingkup

Komisi Pemilihan Umum maka, perlu menetapkan

Standar Operasional Prosedur Pengajuan Tambahan

Uang Persediaan (TUP);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Nagekeo tentang Standar Operasional

Prosedur Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Nagekeo;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 lentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Ta}:,un 2O2O

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 193,

Tamba}lan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2O23 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2O22 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum Menjadi

Undang-Undang (Iembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 /PMK.OI/ 2016

tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam

Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia tahun 2016 Nomor 812);
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Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 17 l IPIfidK.OS l 2O2l tentang Pelaksanaan Sistem

SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 1307);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahurl 2023

tentang Perencanaan Anggaran, Pelalsanaan

Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

(Berita Negara Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan

nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023

tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan anggaran

Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita

Negara Tahun 2024 Nomor 1082);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya

Masukan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN TAMBAHAN UANG

PERSEDIAAN (TUP) PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN NAGEKEO.

Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan

Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pada Lingkup Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, sebagaimana

tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan

bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU sebagai pedomaan dalam melakukan

Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pada Lingkup

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

8

Menetapkan

KESATU

KEDUA
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KETIGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

b Bagran Teknis Penyelenggaraan
pasi dan Hubungan

Karo

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 27 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ftd

FITALIS LADO
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 22TATIUN 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP) PADA
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

STAITDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIIIAN IIMI'U KABI'PATEN NAGEI{EO

TEIYTANG

PENGA.IUAN TAIUBAIIAN UIING PERSIEDIAAN (TUP) PADA
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABI'PATEN NAGEKEO

KOUISI PE}IILIIIAI{ I'UIIM KABT'PATEIT I{AGEXEC)

JALIIN DEWI SARTIKA, I(ELT'RAHAIT DAITGA, KECAIIIATAIT AF,SESIA

EmalL nagekeokpuS@mall.com
IIABT'PATEIT I{AGEKTO
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIIIAN UMUM
KABUPATENNAGEKEO

soP
2026

TANGGAL RE\'ISI
TANGGAL EFEKTIF
DISAHXAN OLEH Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Nagekeo,

Ttd

Fitalis Lado
NIP. 19720715 200701 I O21

NAMA SOP PENGAJUAN TAMBAHAN UAI\'G PERSEDIAAN

CflJP) PADA LINGKTJP KOlVtrSI PEMILIHAN
UMUM KABT]PATEN NAGEKEO

DASAR TIUKUM KUALIFIKASI PELAKSA}IAAN
I

)
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lRenubllft 
lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara

lRepublik krdonesia Nomor 4400);

lundang-Undang 
Nomor I Tahun 2015 teatang Peoetapan Peraturan

le"*oiotut Pengganti Undang-Undary Nonror 1 Tahun 2014 tentmg

lnorrifif,- Gubernur, grlpari, dm Walikota menjadi Undmg-Undeg
l

(-ernbaran Negara Republik Indonesia Tahrm 2015 Nomor 23, Tambaban,

lernbaran Negam Republik Indonesia Nomor 5656) sebagairnana telah,

beberapa kali diubah terakhir d€ogsn Undang-Undang Nomor 6 Tahmi

2020 trrfiang Petretapan Peraturan Pemerintah Pengganti U"rr".g-l

Undar4l Nomor 2 Tahun 2O2O tr;rltang Penrbahan Ketiga atas UrdanC-l

Undang Nomor I Tahr:n 2015 tenlang Penetapm Peraturan femerinUnl

Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahrm 2014 tentang Pernilibanl

Gubernur, Bupati, dan Watikota menjadi Undaug-Undang C-.nr**"I
Negara Republik Iadonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaranl

Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 
I

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentans Pemilihan Umuml

(-embaran Negara Republik Indonesia Tahrm 2017 Nornor 182,1

Tanbatun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)l

sebagaimana telah diubah dengan Undmg-Undang Nomor 7 Tahun 20231

tentang Penetapan Peraturan Pernerintah penggarfi Undang-Undangl

Nomor I Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Udang Womor Zl

Tahun 2017 tentang Punilihan Umum Menjadi Undang-Undangl

(.embaran Negara Republik Indonesia Tahrm 2023 Nmor 54, Tambahanl

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 
I

Perahran Menteri Keuangan Nomor 89/PMK .O5t2Ol6 tentang Tata Caral

Pengelolaan Hibah langsung dalam Benhrk Uang untuk feeiatanl

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota @erita Negara Republikl

Indonesiatahun20l6Nomor8l2); I

Perattuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomorl

l7llPMK.OSl20zl tentsng Pelatsanaan Sistem SAKTI @erita Negaral

RepubliklndonesiaTahun202l Nomor 1307); 
I

Peraturan Me,nteri Keuangan Nomor 62 Tahtm2}23 tentang Perencanaanl

Anggaran, Pelaksanaan Anggata4 s€rta Akmtansi dan Pelaporanl

Keuangan @erita Negara Tahun 2023 Nomor 472) sebagsimma tehhl

diubah dengan Peraturan Menteri Keumgan nomor 107 Tahun 202a1

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kamgan Nonror 62 Tahrml

2023 ltrLlfri1 Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan aoggarau Sertal

ffif*t 
dan Pelaporan Keuangan (B€rita Neg,ara Tahwr zoza Nomorl

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025[
Tenkng StandarBiayaMasukan Tahu Anggarm 2026; 

I

I 
t.ttlemahami Prosedur Pengajuan Tanrbahan Uang Persediaan (TUP)

lZ.Memahami 
Regulasi yang berkaitan dengan Tata Cara Pencairan APBN

| 
3.Mampu berkoordinasi dengan insta$i lerkait

KETERIKATAN PERALATAI\ / PERLENGKAPAN

l.Lernbar Kerja rencana Kerja dan Anggaran

2.Ksnputer/laptop/printer/scamer

3.Jaringan intemet

4.Data Pendukung

PERINGATAN PENCATATAN DAN PEIYDATAAN

1. Surat[inTLJP

2. Surat Perinlah Mernbayar

3. Arsip Data Komputer

4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Nomor 17 Tahm 20Ol tentmg Keuangan Negam

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Nomor 15 Tahun 20f,4 tentang Pemeriksaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (I-embaran Negara

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengao tepst waku akan mengakibatkar
terhambatrrya pelaksanaan kegiatal dao smksi dari Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara
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SOP PEIICA.,IUAN TAIBAITAIT UANG PERSEDTAT]r (:I,PI XPU I(ABUPAIEN I|AGEI(3O

PELAKSANA MUTU BAKU

NO KEGIATAN Kasubtag
Terkait

Bendahara PPK PPSPM KPA KELENGXAPAN OUIPUT

1 Kasubag lerkait merryamp6ikan 6stimasi kebutuhan dena
k€giatan k€ PPK

-
+ Dokumen Rencana Kegiatan,

POK, dan DIPA
2 Jafi

Dokum€n

Rencana Kegialan

2 PPK menghitung sba dana UP ysng tersedia, apebile UP tidak
cukup meka PPK menyusun Daftar Rencana Penggunaan
Tambahan UanC peGedian dan menyerahkan kepada KPA
untuk dbahkan/ditandatengani.

I +
Dokumen R€ncana Kegjatan,

POK, dan DIPA

1 Jam

Dafrar Rencana

Penggunaan

Tambahan Uang

Persediaan

3 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) monoesahkan oaftar
Rcncana Plnggunaan Tambahan U6ng psrsedia dan

merrycrehken kepada Bondahara.

I

I
Dokumen Rencana Kegiatan,

POK, dan DIPA
10 Menit

Defrar Roncane
Penggunaan

Tambahan u6ng

Porscdiaan

4 B6nd6hara merokam /menoinput u6ulan TUP melalui aplikasi
sadi sesuai Daftar Rehcahs Penggunaen Tambahan Uang
persedia dari KPA dan di kirim kembali ke KPA melalui

Aplikasi Sakti

I

I- I Laptop, jaringan int€met dan

aplikasi sakti
10 menit

Surat Pornyataan

TUP , Surat

Rincian Remana

PenggLhaan TUP

ffiffi.T!
[w.4*{dst

5 KPA msnandatangani permohonan Surat Pemyataah TUP dan

Surat rincian Roncana Penggunaan oana TUP yang di unduh

dari Sakti ,komudian dikirim ke KPPN molalui aplika6l SAKTI il
Laptop, Printer. Scan,Surat

Pernyataan TIJP , Surat
Rincian Rencana Penggunaan

TUP,Dqftar Rencana
Penggunaan TUP den aplikasi

SAKTI

t hari

Surat p€lsetujuan

TUP dai KPPN

E
6 B6nd6hara molakukan perokeman SPP (surat pedhtah

pembayaran) bordaserken Surat Pers€tjuen TIJP deri KPPN
s€lanjutnye dikirim ko PPK melalui aplikasi SAKTI

t

Surat Percefuiuan TUP,

Laptop, Pdnter, lntemot dan
aplikasi SAKTI

10 menit

SPP (surat

porintah

pembeyaran)

7 PPK memv6rifikasi, menerbitken dan menge$hkan SPP dan
dibubuhi tanda tangan 6l6ktonik 6erta memasukan kode One

Time Pa66word (OTP) dan ditorima oleh Pejabat
Penandetenganan Surat Porintah Mombayar (PPSPM) melalui
aplikari Sakti

I

Laptop, jaringan internet,

aplikasi SAKTI, SPP, ADK
SPP, Format usulan TUP. dan

KODE OTP

15 menrt

SPP (surat
pedntah

pombayaran) yang

telah dbehkan dan

ADK SPP

8 PPSPM melakukan verifikasi dan validesi terhedap SPP

SPP, ADK SPP Surat
Pemyataan TUP , Sural
Rincian Rencana Penggunaan

TlJP,Dattar Rencana

Penggunaan TUP , lntemet

dan aplikasi SAKTI

30 Menit
Hesilv6dfita6i

SPP

KETERAITGAN

1. dalam hal lanpiran
pendukung voriftasi dan

validssi SPP dan ADK SP
tidak lengkap mrka
dik.mbeliken ke

Bondahara; 2.

apebila sudeh lengkap

maka dilanjutkan ke prosr

b6rikuhya

1. dalam hal ladpi.an
pendukung veriftasi dan

validasi SPP dan ADK SP
lengkap maka

dikombalikan ko PPK;

2. apabila sudah l.ngkap
meka dilenjutkai ke pros(

borikubya

KPPN WAXTU

t-

I
L
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SOP PEITG/IJUAIT TAUBAIIAII UAI|G PERSEDIAAIT (IUPI KPt' I(AAUPATBI| I{AGEKFI)

MUTU BAKU

NO KEGIATAN Kasubbag
Terkalt

Bendahara PPK PPSPM KPA KPPN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

I PPSPM menerbitkan dan mengesahkan SPM dan dibubuhi

tanda tangan eleKronik serta memasukkan kode OTP dan
dikirim ke KPPN melalui Aplikasi Sakti

iI F SPM, ADK SPM dan kode
OTP

'10 Menit SPM

10 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Melakukan
Verifikasi dan Validasi secara eleKronik atas SPM yang

disampaikan oleh PPSPM

Tidak

SPM,ADK SPM 'l Hari
Hasil verifikasi

SPM

11 KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) t

I Laptop, jaringan, aplikasi

SAKTI
'l hari Nomor SP2D

1 2 Bendahara Pengeluaran mencatat Nomor SP2D
tsI _t Nomor SP2D 5 Menit

KETERAIGAN

1. Dalam hal

verifikasi dan

SPM danADK 8F
lengkap md<a

kePPSPM;

Apabila sudah lengkap
dilanjutkan ke prosr

Arsip Data Komputer

Bendahara Pengeluaran

Pejabat Pembuat Komitmen

Peiabat Penandatanganan Surat Perintah

Membayar

Kuasa Pengguna Anggaran

One Time Password

7. SPP

8. SPM

9. SP2D

10. SAKTI

1,I. UP

12- TUP

Surat Perintah Pembafaran

Surat Perintah Membayar

Surat Perintah Pencairan Dana

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat lnstansi

Uang Persediaan

Tambahan Uang Persediaan

KETERANGAN

1, ADK

2. AP

3, PPK

4, PPSPM

5. KPA

6. OTP

Jdih.kpu.ngk.go.id



PE,ITGESAHAIIT

1. Standar Operasional Prosedur ipi dibuat untuk dilaksanakan setiap bagran sebagaimala struktur organisasi
yang telah ditetapkan.

I

| 2- Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur ini.

3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.

4- Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional
Prosedur ini batal seluruhnya-

5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pagqluaa Tanbahan Uang Per*dtaan (TUPf, maka Standar
Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.

6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Mbay
pada tanggal 27 Februari 2026

Sclrctarlq

ftd

Fltdlr Lado

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

Teknis Penyelenggaraan
dan Hubungan

*

Jdih.kpu.ngk.go.id


